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ABSTRAK

Panas bumi adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, berpotensi
besar, yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting sebagai
salah satu sumber energi pilihan dalam keanekaragaman energi nasional
untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan demi
terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan panas bumi relatif ramah
lingkungan, terutama karena tidak memberikan kontribusi gas rumah kaca,
sehingga perlu didorong dan dipacu perwujudannya. Peraturan
Perundang-Undangan yang sudah ada belum dapat menampung
kebutuhan perkembangan pengelolaan hulu sumber daya panas bumi
sehingga Undang-Undang tentang panas bumi ini dapat mendorong
kegiatan panas bumi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan energi
nasional. Untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah
pembaruan dan penataan kembali penyelenggaraan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya panas bumi, dipandang perlu membentuk
Undang-Undang tentang Panas Bumi.

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal
20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Panas Bumi yang merupakan
sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan
batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik
semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan
untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
Penyelenggaraan kegiatan pertambangan Panas Bumi menganut asas
manfaat, efisiensi, keadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam
pemanfaatan sumber daya, keterjangkauan, berkelanjutan, percaya dan
mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan,
kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kepastian hukum. Penguasaan
Pertambangan Panas Bumi oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah. Semua data dan informasi yang diperoleh sesuai
dengan ketentuan dalam IUP merupakan data milik negara dan pengaturan
pemanfaatannya dilakukan oleh Pemerintah. Kegiatan operasional Panas
Bumi meliputi: Survei Pendahuluan; Eksplorasi; Studi Kelayakan;
Eksploitasi; dan Pemanfaatan. IUP dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur,
dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Setiap
orang yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tanpa
IUP dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp



CATATAN

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan, 22 Oktober
2003.

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua kontrak kerja sama
pengusahaan sumber daya Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya
Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa
kontrak. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kontrak kerja sama pengusahaan pertambangan Panas Bumi yang
ditandatangani sebelum berlakunya UU ini dialihkan kepada Pemerintah.



